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ABSTRACT

This study aims to analyze the education system, educational challenges, and educational policies in Australia. The
research employed a library research method by reviewing relevant academic sources. The findings indicate that the
Australian education system is well organized and supported by a competency-based curriculum, quality assurance
mechanisms, and needs-based funding. However, several challenges remain, including unequal access to education,
disparities affecting Indigenons communities, and issues related to inclusive education. To address these challenges,
the Australian government has implemented policies focusing on educational equity, vocational education, and
technology integration. Therefore, the Australian education system can serve as a reference for developing high-quality
and sustainable education.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pendidikan, problematika, dan kebijakan
pendidikan di Australia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji
berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem pendidikan Australia
memiliki struktur yang terorganisasi dengan baik, didukung oleh kurikulum berbasis kompetensi,
sistem penjaminan mutu, serta pendanaan berbasis kebutuhan. Meskipun demikian, masih terdapat
berbagai tantangan, seperti kesenjangan akses pendidikan, ketimpangan bagi masyarakat adat, dan
pelaksanaan pendidikan inklusif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Australia
menerapkan berbagai kebijakan yang berfokus pada pemerataan pendidikan, penguatan pendidikan
vokasi, dan integrasi teknologi. Dengan demikian, sistem pendidikan Australia dapat menjadi salah
satu referensi dalam pengembangan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Sistem Pendidikan, Problematika Pendidikan, Kebijakan Pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan
suatu negara. Melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan sehingga
mampu mendukung kemajuan sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi. Di era globalisasi, sistem
pendidikan dituntut untuk mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik,
keterampilan, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
Oleh karena itu, setiap negara berupaya mengembangkan sistem pendidikan yang efektif dan
berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Australia merupakan salah satu negara maju yang dikenal memiliki sistem pendidikan
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berkualitas dan diakui secara internasional. Sistem pendidikan di Australia dirancang untuk
memberikan kesempatan belajar yang merata bagi seluruh warga negara dengan tetap
memperhatikan kebutuhan daerah dan karakteristik peserta didik. Pengelolaan pendidikan di
Australia menerapkan sistem desentralisasi, di mana pemerintah negara bagian dan wilayah
memiliki kewenangan dalam mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal, namun tetap
mengacu pada kebijakan dan standar nasional. Sistem tersebut memungkinkan terciptanya
fleksibilitas dalam penyelenggaraan pendidikan tanpa mengabaikan kualitas dan pemerataan
layanan Pendidikan.'

Keberhasilan sistem pendidikan Australia didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus
pada peningkatan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, penguatan
pendidikan vokasi, serta pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Selain itu,
pemerintah Australia juga menerapkan sistem penjaminan mutu dan pendanaan berbasis
kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik memperoleh kesempatan pendidikan
yang setara. Berbagai kebijakan tersebut menjadikan Australia sebagai salah satu negara dengan
tingkat kualitas pendidikan yang relatif tinggi di dunia.

Meskipun demikian, sistem pendidikan Australia tidak terlepas dari berbagai problematika.
Salah satu permasalahan yang masih dihadapi adalah kesenjangan akses pendidikan antara
wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Keterbatasan fasilitas pendidikan, akses teknologi, dan
distribusi tenaga pendidik di beberapa wilayah menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan
pendidikan. Selain itu, masyarakat adat Australia juga masih menghadapi berbagai hambatan
dalam memperoleh layanan pendidikan yang setara dibandingkan kelompok masyarakat lainnya.

Tantangan lain yang muncul adalah pelaksanaan pendidikan inklusif bagi peserta didik
berkebutuhan khusus serta meningkatnya perhatian terhadap kesehatan mental siswa akibat
tekanan akademik. Perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan dunia kerja juga
menuntut sistem pendidikan untuk terus melakukan penyesuaian agar lulusan yang dihasilkan
mampu bersaing pada tingkat global. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun memiliki
sistem pendidikan yang maju, Australia tetap menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan
penanganan melalui kebijakan pendidikan yang tepat.”

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai sistem, problematika, dan kebijakan
pendidikan di Australia menjadi penting untuk dilakukan. Melalui kajian ini dapat diketahui

bagaimana sistem pendidikan Australia diselenggarakan, berbagai permasalahan yang dihadapi,

1'S. Andriani, Sistem Pendidikan Global dan Perbandingannya (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 45.
2 R. Hidayat, Kebijakan Pendidikan Kontemporer (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 7.
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serta kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Selain itu, pengalaman
Australia dalam mengelola pendidikan dapat menjadi referensi bagi negara lain, termasuk
Indonesia, dalam upaya meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pendidikan di Australia, mengidentifikasi
berbagai problematika yang dihadapi, serta mengkaji kebijakan pendidikan yang diterapkan dalam

mendukung peningkatan mutu pendidikan.

METODE
Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yaitu metode

penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber
literatur yang berkaitan dengan sistem, problematika, dan kebijakan pendidikan di Australia.
Metode ini dipilih karena topik penelitian berfokus pada kajian teoritis dan analisis terhadap
berbagai informasi yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian,
dokumen resmi pemerintah, serta sumber akademik lainnya yang relevan.’

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai
literatur yang membahas sistem pendidikan Australia, tantangan yang dihadapi dalam
penyelenggaraan pendidikan, serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah
Australia untuk meningkatkan mutu pendidikan. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan
tingkat relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian sehingga dapat
mendukung proses analisis secara komprehensif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelusuri,
membaca, memahami, dan mencatat berbagai informasi penting dari sumber-sumber yang telah
dipilih. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema tertentu, yaitu
sistem pendidikan di Australia, problematika pendidikan yang dihadapi, serta kebijakan
pendidikan yang diterapkan. Pengelompokan data tersebut bertujuan untuk memudahkan proses
analisis dan penyusunan pembahasan secara sistematis.*

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang telah
terkumpul dianalisis dengan cara mendeskripsikan berbagai informasi yang diperoleh dari sumber
pustaka, kemudian menghubungkannya dengan fokus penelitian untuk memperoleh pemahaman
yang lebih mendalam mengenai kondisi pendidikan di Australia. Melalui analisis ini, peneliti
berupaya menggambarkan karakteristik sistem pendidikan Australia, mengidentifikasi berbagai

tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya, serta menjelaskan kebijakan-kebijakan yang

3 A. Prasetyo, Manajemen Pendidikan Internasional (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 34.
4T. Wibowo, Pendidikan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (Surabaya: Airlangga Press, 2021), hlm.
67.
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digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut.’

Penggunaan metode studi kepustakaan dalam penelitian ini diharapkan mampu
memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif mengenai sistem, problematika, dan
kebijakan pendidikan di Australia. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan
referensi bagi penelitian selanjutnya serta memberikan wawasan mengenai pengelolaan pendidikan
di negara maju yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengembangan pendidikan di

Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Australia merupakan salah satu negara yang memiliki sistem pendidikan berkualitas tinggi

dan diakui secara internasional. Keberhasilan sistem pendidikan Australia tidak terlepas dari
komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, serta
mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Sistem pendidikan di Australia
dibangun berdasarkan prinsip desentralisasi, yaitu pembagian kewenangan antara pemerintah
federal dengan pemerintah negara bagian dan teritori. Pemerintah federal bertugas menetapkan
arah kebijakan nasional, memberikan dukungan pendanaan strategis, serta melakukan
pengawasan terhadap standar mutu pendidikan, sedangkan pemerintah negara bagian
bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-
masing. Sistem ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan pendidikan tanpa
mengabaikan standar kualitas yang berlaku secara nasional.

Struktur pendidikan di Australia terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan anak usia dini dipandang sebagai
fondasi penting dalam mendukung perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak sebelum
memasuki pendidikan formal. Pendidikan dasar berfokus pada pengembangan kemampuan
literasi, numerasi, serta keterampilan dasar lainnya yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya, pendidikan menengah berfungsi mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Pada tahap ini peserta didik
mulai diarahkan untuk memilih jalur akademik maupun vokasi sesuai minat dan rencana karier
mereka. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, peserta didik dapat melanjutkan
pendidikan ke universitas, Lembaga pendidikan vokasi, maupun berbagai institusi pelatthan

profesional yang tersedia di Australia.’

5S. Andriani, Sistem Pendidikan Global dan Perbandingannya (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 28.
6 Z. Arifin, “Analisis Kebijakan Pendidikan di Negara Maju,” Jurnal Pendidikan Nasional 5, no. 2 (2021):
125.
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Dalam mendukung keberhasilan sistem pendidikan, Australia menerapkan Australian
Curriculum yang dirancang untuk menjamin kesetaraan standar pendidikan di seluruh wilayah.
Kurikulum ini berbasis kompetensi dan menekankan pengembangan keterampilan abad ke-21
seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah.
Selain berfokus pada aspek akademik, kurikulum Australia juga menanamkan nilai-nilai
keberagaman budaya, kesetaraan, tanggung jawab sosial, dan kesadaran global. Melalui kurikulum
tersebut, peserta didik diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan yang memadai tetapi juga
mampu menghadapi tantangan global yang terus berkembang.

Proses pembelajaran di Australia menerapkan pendekatan student-centered learning atau
pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam pendekatan ini, guru berperan sebagai
fasilitator yang membantu peserta didik mengembangkan potensi dan kemampuan mereka secara
optimal. Berbagai metode pembelajaran digunakan untuk meningkatkan keaktifan siswa, seperti
pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, serta pemanfaatan
teknologi digital. Sekolah juga diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan implementasi
kurikulum dengan kebutuhan lokal sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dengan kondisi
sosial dan budaya masyarakat setempat.

Sistem pendidikan Australia juga didukung oleh mekanisme penjaminan mutu yang
terstruktur dan berkelanjutan. Pemerintah secara rutin melakukan evaluasi terhadap kemampuan
siswa dan kualitas institusi pendidikan. Salah satu bentuk evaluasi tersebut adalah National
Assessment Program—Literacy and Numeracy (NAPLAN) yang digunakan untuk mengukur
kemampuan literasi dan numerasi siswa. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan
kebijakan pendidikan, pengembangan kurikulum, serta peningkatan kualitas pembelajaran. Selain
itu, institusi pendidikan diwajibkan memenuhi standar akreditasi yang telah ditetapkan dan
menjalani pengawasan secara berkala guna memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga.

Dari aspek pembiayaan, pendidikan di Australia didukung oleh kombinasi dana pemerintah
dan kontribusi masyarakat. Pemerintah memberikan subsidi yang cukup besar terutama pada
jenjang pendidikan dasar dan menengah sehingga akses pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh
lapisan masyarakat. Pada pendidikan tinggi, pemerintah menyediakan berbagai bentuk bantuan
seperti beasiswa dan pinjaman pendidikan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap
perguruan tinggi. Selain itu, Australia menerapkan sistem pendanaan berbasis kebutuhan yang
memungkinkan sekolah dengan kondisi tertentu memperoleh alokasi dana lebih besar sesuai

kebutuhan yang dimiliki.’

7 D. Lestari, “Pendidikan Inklusif dan Tantangannya,” Jurnal Ilmu Pendidikan 6, no. 1 (2022): 50.
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Perkembangan teknologi juga menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan Australia.
Penggunaan platform pembelajaran daring, sumber belajar digital, dan sistem manajemen
pembelajaran telah menjadi bagian dari proses pendidikan modern. Teknologi tidak hanya
dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, tetapi juga memperluas akses
pendidikan bagi peserta didik yang berada di daerah terpencil. Integrasi teknologi menunjukkan
bahwa sistem pendidikan Australia terus beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan
dan kebutuhan masyarakat modern.

Meskipun memiliki sistem pendidikan yang maju, Australia tetap menghadapi berbagai
problematika dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu masalah utama adalah kesenjangan
akses dan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Sekolah yang berada
di daerah terpencil sering menghadapi keterbatasan tenaga pendidik, fasilitas pendidikan, serta
akses terhadap teknologi dan internet. Kondisi tersebut menyebabkan kualitas layanan pendidikan
yang diterima siswa tidak selalu setara dengan siswa yang berada di wilayah perkotaan. Selain itu,
distribusi guru yang tidak merata juga menjadi faktor yang memperlebar kesenjangan pendidikan
karena sebagian besar tenaga pendidik berkualitas lebih memilih beketja di daerah perkotaan.®

Permasalahan lain yang masih menjadi perhatian adalah ketimpangan pendidikan bagi
masyarakat adat Australia atau Indigenous Australians. Kelompok masyarakat adat sering
menghadapi hambatan sosial, ekonomi, budaya, dan geografis yang memengaruhi akses mereka
terhadap pendidikan. Tingkat partisipasi pendidikan, capaian akademik, dan angka kelulusan
masyarakat adat masih relatif lebih rendah dibandingkan kelompok masyarakat lainnya.
Perbedaan budaya dan bahasa juga sering menjadi kendala dalam proses pembelajaran sehingga
diperlukan pendekatan pendidikan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat adat.

Tantangan berikutnya adalah implementasi pendidikan inklusif bagi peserta didik
berkebutuhan khusus. Meskipun pemerintah telah berupaya mendorong pendidikan yang setara
bagi semua peserta didik, masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan fasilitas,
kurangnya tenaga profesional, dan masih adanya stigma sosial terhadap peserta didik
berkebutuhan khusus. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pendidikan inklusif belum
sepenuhnya berjalan optimal di seluruh sekolah.

Selain itu, tekanan akademik juga menjadi isu penting dalam sistem pendidikan Australia.
Persaingan untuk memperoleh prestasi akademik yang tinggi sering menimbulkan stres,

kecemasan, dan berbagai masalah kesehatan mental di kalangan peserta didik. Walaupun berbagai

8 R. Putri, “Peran Teknologi dalam Pendidikan,” Jurnal Teknologi Pendidikan 7, no. 2 (2020): 95.
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program kesejahteraan siswa telah diterapkan, implementasinya masih belum merata sehingga
dukungan terhadap kesehatan mental siswa perlu terus ditingkatkan.

Berbagai problematika tersebut mendorong pemerintah Australia untuk mengembangkan
berbagai kebijakan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas dan pemerataan
pendidikan. Salah satu kebijakan utama adalah penerapan Australian Curriculum sebagai standar
nasional pendidikan. Kebijakan ini bertujuan mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan
antarwilayah sekaligus memastikan seluruh peserta didik memperoleh kompetensi yang sesuai
dengan kebutuhan abad ke-21. Meskipun terdapat standar nasional, pemerintah tetap
memberikan ruang bagi sekolah dan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian sesuai
kebutuhan lokal.

Dalam bidang pendanaan, pemerintah menerapkan pendekatan needs-based funding atau
pendanaan berbasis kebutuhan. Melalui kebijakan ini, sekolah yang berada di daerah terpencil,
memiliki peserta didik dari kelompok kurang mampu, atau menghadapi tantangan tertentu
memperoleh dukungan dana yang lebih besar. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi
kesenjangan pendidikan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara lebih merata.

Pemerintah Australia juga menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan akses
pendidikan bagi masyarakat adat dan peserta didik berkebutuhan khusus. Program peningkatan
partisipasi sekolah, penguatan identitas budaya dalam kurikulum, penyediaan fasilitas khusus,
serta dukungan tenaga profesional merupakan beberapa langkah yang dilakukan untuk
mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif. Selain itu, berbagai program juga dikembangkan
untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil melalui
peningkatan infrastruktur pendidikan dan pemberian insentif bagi guru yang bersedia mengajar di
daerah terpencil.’

Pada bidang pendidikan vokasi, pemerintah Australia mendorong integrasi antara lembaga
pendidikan dan dunia industri. Program pendidikan dan pelatihan vokasi dikembangkan agar
peserta didik memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Melalui
program magang dan pelatihan kerja, peserta didik dapat memperoleh pengalaman praktis
sebelum memasuki dunia kerja sehingga memiliki daya saing yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, sistem pendidikan Australia menunjukkan bahwa kualitas pendidikan
yang tinggi harus didukung oleh kebijakan yang adaptif, pemerataan akses, serta evaluasi yang
berkelanjutan. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti kesenjangan wilayah,

ketimpangan  Pendidikan masyarakat adat, pendidikan inklusif, dan kesehatan mental peserta

9 B. Nugroho, “Kesenjangan Pendidikan di Era Digital,” Jurnal Pendidikan Modern 4, no. 3 (2023): 205.
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didik, berbagai kebijakan yang diterapkan menunjukkan komitmen pemerintah dalam
meningkatkan kualitas pendidikan. Pengalaman Australia menunjukkan bahwa keberhasilan
pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kurikulum dan fasilitas, tetapi juga oleh
kemampuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Oleh karena itu, sistem pendidikan Australia dapat menjadi salah satu referensi bagi
negara lain, termasuk Indonesia, dalam mengembangkan sistem pendidikan yang berkualitas,

inklusif, dan berkelanjutan."

KESIMPULAN
Sistem pendidikan di Australia merupakan salah satu sistem pendidikan yang berkualitas

dan diakui secara internasional. Keberhasilan sistem ini didukung oleh struktur pendidikan yang
terorganisasi, kurikulum berbasis kompetensi, sistem penjaminan mutu yang kuat, pembiayaan
pendidikan yang memadai, serta pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Melalui
berbagai kebijakan yang diterapkan, Australia mampu menciptakan lingkungan pendidikan
yang mendukung pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik.
Meskipun demikian, sistem pendidikan Australia masih menghadapi berbagai problematika,
seperti kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil,
ketimpangan pendidikan bagi masyarakat adat, tantangan dalam pelaksanaan pendidikan
inklusif, tekanan akademik yang berdampak pada kesehatan mental peserta didik, serta
tantangan perkembangan teknologi dan dinamika global. Berbagai permasalahan tersebut
menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan harus terus dilakukan secara berkelanjutan
agar seluruh peserta didik memperoleh kesempatan pendidikan yang setara.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah Australia menerapkan beragam
kebijakan pendidikan yang berfokus pada pemerataan akses pendidikan, penguatan pendidikan
vokasi, integrasi teknologi, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, serta evaluasi dan
reformasi kebijakan secara berkelanjutan. Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan komitmen
pemerintah dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada
kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, sistem pendidikan Australia dapat menjadi salah satu
contoh praktik pendidikan yang berhasil mengintegrasikan kualitas, pemerataan, dan inovasi
dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengalaman Australia juga dapat dijadikan referensi bagi
negara lain, termasuk Indonesia, dalam upaya mengembangkan sistem pendidikan yang mampu
menjawab tantangan perkembangan zaman serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia

secara berkelanjutan.

10 K. Saputra, “Evaluasi Sistem Pendidikan Internasional,” Jurnal Studi Pendidikan 8, no. 1 (2024): 15.
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